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Bab I, huruf B.3, angka 19, Lampiran II Undang-Undang Negara Republik 
Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan 
menyebutkan bahwa, pokok pikiran pada konsiderans Undangâ€“Undang, Peraturan 
Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, 
sosiologis,  dan  yuridis  yang  menjadi  pertimbangan  dan  alasan  pembentukannya 
yang  penulisannya  ditempatkan  secara  berurutan  dari  filosofis,  so siologis,  dan 
yuridis. 
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  metode  penelitian  yuridis-normatif. 
Metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yakni metode yang 
menganalisis  asas-asas  hukum  yang  terkandung  dalam  peraturan  perundangundangan  dengan  membandingkannya  dengan 
pendapat  para  ahli  atau  sarjana 
yang terangkum dalam buku-buku, jurnal, atau karya ilmiah lainnya.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  isi  konsiderans 
suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk 
mengetahui dan menjelaskan latar belakang dicantumkannya  MoU Helsinki dalam 
Konsiderans  Qanun  Aceh.  Untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  konsekuensi 
hukum  terhadap  produk  peraturan  perundang-undangan  yang  mengandung  cacat 
formil.  Dan  untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  tindakan  apa  yang  dapat 
dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengandung cacat formil 
dan lembaga negara apa yang berwenang mengadilinya.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  isi  konsiderans  suatu  peraturan 
perundang-undangan  harus  mengikuti  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh 
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011. 
Dicantumkannya  MoU  Helsinki dalam konsiderans Qanun Aceh dilatarbelakangi 
oleh  kurangnya  pemahaman  mengenai  teknik  perundang-undangan  dalam 
pembentukan  Qanun  Aceh  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.
Terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  mengandung  cacat  formil, 
konsekuensi hukumnya harus dilakukan upaya revisi.  Dan mengadakan upaya uji 
formil terhadap qanun-qanun Aceh yang  terindikasi  mengandung cacat formil di 
dalamnya,  maka  uji  formil  dilakukan  oleh  Menteri  Dalam  Negeri  atau  sering 
disebut  dengan  eksecutive  review  selanjutnya  diputuskan  apakah  qanun  tersebut 
sepatutnya di revisi agar dapat kembali diberlakukan.
Disarankan  kepada  pihak  yang  berwenang  membuat  suatu  perundangundangan  (Eksekutif/Legislatif)  Aceh  agar  lebih 
memperhatikan  hirarki 
perundang-undangan  serta  tidak  mencantumkan  MoU  Helsinki  pada  konsideran 
menimbang pada sebuah produk Qanun.
